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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan Syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat 

karunia-Nya, sehinga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023. 

Laporan ini setidaknya memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan pelayanan 

informasi dan dokumentasi publik, gambaran pelaksanaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan dan pelayanan informasi 

dan dokumentasi publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Landak memiliki komitmen untuk 

mengimplementasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dengan dibentuk nya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan 

PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. 

Atas dukungan banyak pihak kami dapat mengimplementasikan Undang-undang 

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Dan dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 

Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.  

Namun meskipun begitu, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam implementasi 

agenda keterbukaan informasi publik ini. Untuk itu, kami senantiasa terbuka menerima saran 

dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk peningkatan 

pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik. 

 

 

 

 

Ngabang, 6 Februari 2024 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kabupaten Landak 
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LAPORAN LAYANAN INFORMASI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  

KABUPATEN LANDAK 

TAHUN 2023 

 
 

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  

Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 

Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan 

Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan 

UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan 

dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban 

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik 

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab 

di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan 

informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah 

mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah. 

Undang - undang  No.  14  Tahun  2008  di  Pemerintah  Kabupaten Landak 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Landak No. 40 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Landak dan Keputusan Bupati Landak No. 164 / 

DISKOMONFO / TAHUN 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Landak. 
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B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 Pelayanan informasi publik dilaksanakan secara online dan offline. 

Pelayanan secara online pemohon informasi dapat mengakses website melalui tautan 

ppid.landakkab.go.id sedangkan pelayanan secara offline pemohon informasi dapat 

mengunjungi desk layanan informasi yang terletak di Lantai 3 Kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. 

 

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta 

Kondisinya 

 Pelayanan informasi publik saat ini telah disediakan ruangan pelayanan khusus 

yang terletak di Lantai 3 Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Landak, serta disediakan pula ruang tunggu bagi para pemohon informasi. 

Ruangan layanan informasi publik dilengkapi sarana dan prasarana sebagai 

berikut : 

- 1 Meja Layanan Informasi dan 1 Kursi Petugas dengan kondisi baik; 

- 1 Set Personal Computer dengan kondisi baik; 

- 2 Set Kursi Tamu dengan kondisi baik. 

 

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik 

beserta Kualifikasinya 

NO. NAMA JABATAN 
JABATAN 

PPID 

JENJANG 

PENDIDIKAN 

1 Samuel, SE., M.Si  
Pj. Bupati 

Landak  
Pembina  

S2 Magister 

Sains 

2 Vinsensius, S.Sos., MMA  
Sekretaris 

Daerah  
Atasan PPID  

S2 Magister 

Manajemen 

Agribisnis 

3 
Efraim Pata’ Allorante, S.T., 

M.A.P  

Plt. Kepala 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika  

PPID  

S2 Magister 

Administrasi 

Publik 

4 Yuliana Titiari, S.Kom  

Kepala Bidang 

Hubungan 

Masyarakat 

dan Informasi 

Publik  

Bidang 

Pendukung 

Sekretariat 

PPID  

S1 Komputer 
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5 Yohanes Rahmad, ST  

Kepala Bidang 

Perencanaan 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

Pembangunan  

Bidang 

Pengolahan 

Data dan 

Klasifikasi 

Informasi 

S1 Teknik 

6 Nursiana, SE  

Kepala Bidang 

Pembinaan, 

Pengawasan  

dan Sistem 

Informasi 

Kearsipan  

Bidang 

Pengolahan 

Data dan 

Klasifikasi  

Informasi S1 

Ekonomi 

7 Kristian, ST  

Kepala Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan  

Bidang 

Pelayanan 

Informasi dan 

Dokumentasi  

S1 Teknik 

8 Darianuarti, SH  
Kepala Bagian 

Hukum  

Bidang 

Fasilitasi 

Sengketa 

Informasi  

S1 Hukum 

 

 

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 

 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Landak didukung dengan 

anggaran sebesar Rp 349.441.124,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan 

Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat 

Rupiah) yang digunakan untuk :   

• Belanja Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah;  

• Belanja Perjalanan Dinas Sosialisasi PPID ke Kecamatan dan  

Koordinasi ke Provinsi;  

• Belanja Barang Habis Pakai untuk mendukung Kegiatan Operasional 

Keperluan ATK Pelaksanaan Kegiatan PPID. 

 

C. Rincian Layanan Informasi Publik 

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 
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Pada tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kabupaten Landak menerima 2 (dua) permohonan informasi. 

 

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi 

Publik 

Di Tahun 2023, 2 (dua) permohonan informasi diberikan dengan waktu 

penyediaan 1 (satu) hari kerja. 

 

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan 

 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sepanjang tahun 2023 

sebanyak 2 (dua) permohonan. 

 

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak Berserta Alasannya 

 Pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak oleh 

PPID Kabupaten Landak. 

 

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

 Sepanjang tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kabupaten Landak memenuhi semua permintaan informasi publik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 

0

1

2

3

Pelayanan Informasi Publik 2021

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah Permohonan Informasi Informasi diberikan
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Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan 

turunannya. 

 

E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

a. Kendala Eksternal 

 Kendala eskternal yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Kabupaten Landak adalah belum terjangkaunya akses 

internet di semua wilayah Pemerintah Kabupaten Landak.  

 

b. Kendala Internal 

Minimnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan 

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pelayanan informasi publik 

yang diselenggarakan pada tahun 2023. 

 

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 

a. Rekomendasi 

Pada tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kabupaten Landak sudah menginventarisir Daftar Informasi 

yang dikecualikan, masih perlu dilakukan Uji Konsekuensi untuk dapat 

ditetapkan sebagai Daftar Informasi yang dikecualikan. 

 

b. Tindak Lanjut 

a. Melaksanakan pemutakhiran daftar informasi publik dengan 

melibatkan seluruh unsur PPID Pelaksana. 

b. Melaksanakan proses verifikasi bahan informasi publik dari PPID 

Pelaksana. 

c. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses dan murah bagi 

masyarakat umum 
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Ngabang, 6 Februari 2024 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kabupaten Landak 

 

 

 

 

EFRAIM PATA’ALLORANTE, S.T.,M.A.P 

Pembina Tk.I 

NIP. 19680207 200212 1 007 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 
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LAMPIRAN 2  

BROSUR DAN FORMULIR 

 
 

TATA CARA PERMOHONAN DAN 

PENYELESAIAN SENGKETA 

INFORMASI 

 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 
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REGISTER PERMOHONAN INFORMASI 

 

 
PEMBERITAHUAN TERTULIS 
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KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN 
 

 

 

 

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI 
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REGISTER KEBERATAN 

 

KEPUTUSAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN 
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LAMPIRAN 3  

WEBSITE PPID KABUPATEN LANDAK 
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LAMPIRAN 4 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI 
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